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ABSTRAK
Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ini, pemerintah daerah dan masyarakat di daerah lebih diberdayakan sekaligus diberi tanggung jawab yang lebih besar untuk mempercepat laju pembangunan daerah. Sejalan dengan hal tersebut, maka implementasi kebijakan otonomi daerah telah mendorong terjadinya perubahan, baik secara struktural, fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial adalah menyangkut kelembagaan kecamatan baik kedudukan, tugas dan fungsi, organisasi, maupun sumber daya manusia dan sumber pembiayaannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu menguji dan mengkaji data sekunder. Penelitian dilakukan melalui dua tahap yaitu studi kepustakaan dan penelitian lapangan yang hanya bersifat penunjang, analisis data yang dipergunakan adalah analisis yuridis kualitatif, yaitu data yang diperoleh, baik berupa data sekunder dan data primer dianalisis dengan tanpa menggunakan rumusan statistik. Hasil penelitian menunjukan bahwa konsep yang tepat tentang kedudukan dan wewenang Kecamatan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di Daerah Kabupaten dalam prespektif otonomi daerah, adalah Kecamatan lebih cenderung sebagai perangkat daerah kabupaten dalam kerangka asas desentralisasi. Sebagai perangkat daerah terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu adanya penguatan kelembagaan kecamatan, baik penambahan pelimpahan wewenang sesuai dengan fungsi utama pemerintah yaitu pelayanan, pengaturan dalam bentuk regulasi untuk mendukung kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi, juga dukungan sumber daya kecamatan baik dukungan personil, sarana prasarana, maupun anggaran kecamatan yang memadai, sehingga kedudukan dan wewenang Kecamatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat atributif, maupun urusan pemerintahan yang bersifat delegatif serta urusan pemerintahan lainnya yang ditugaskan kepada Camat di daerah Kabupaten dapat sesuai dengan asas otonomi daerah.



ABSTRACT
The granting of the widest possible autonomy to the Regions is directed to accelerate the realization of people's welfare through service improvement, empowerment and community participation. Through Law Number 23 Year 2014, as amended by Law Number 9 Year 2015 concerning the Second Amendment to Law Number 23 Year 2014 concerning this Regional Government, regional governments and communities in the regions are more empowered and at the same time given more responsibilities great to accelerate the pace of regional development. In line with this, the implementation of regional autonomy policy has led to changes, both structurally, functionally and culturally in the arrangement of regional governance. One very important change is related to sub-district institutions both position, task and function, organization, as well as human resources and funding sources. The method used in this study is a normative juridical approach, namely testing and reviewing secondary data. So the research was conducted through two stages, namely literature study and field research which were only supporting, the analysis of the data used was qualitative juridical analysis, namely the data obtained, both in the form of secondary data and primary data were analyzed without using statistical formulations. The results showed that the proper concept of the position and authority of the District in the administration of government affairs in the Regency in the perspective of regional autonomy, is that the District is more likely to be a district apparatus within the framework of the principle of decentralization. As a leading regional apparatus in providing services to the community, it is necessary to strengthen sub-district institutions, both to increase the delegation of authority in accordance with the main functions of the government, namely service, regulation in the form of regulations to support performance in carrying out tasks and functions, as well as sub-district resources support both personnel support , infrastructure, as well as adequate district budgets, so that the position and authority of the Sub-district in carrying out attributive government affairs, as well as delegative government affairs and other government affairs assigned to the Camat in the Regency area can be in accordance with the principle of regional autonomy.
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